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BAB |
PENDAHULUAN

1. Permasalahan - Latar %lakang dan Rumgsgnnya

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Pernikahan

dapat dikatakan ibadah Jika dilakukan dengan niat yang baik, niat untuk
menjalankan syari'at Allah swt Pernikahan yang dilakukan dengan cara
demikian akan mendapat ridloNya dan pernikahannya akan berjalan atau
berakhir dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada kenyataannya, tidak Semua perikahan berjalan dengan baik.
Seringkali pernikahan harus diakhiri dengan suaty perceraian, meskipun
disadari bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Alizh',

Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya
adalah pertengkaran terus-menerus antarg suami-istri yang tidak dapat
diselesaikan lagi. Keadaan yang demikian, dalam hukum Islam dinamakan
"syiqog". Jika ditinjau kembali, baik melalui  diskusi-diskusi maupun

dengan memahami putusan-putusan Pengadilan Agama tentang

perceraian, alasan yang sebenarnya hanyalah saty saja, yaitu 8yiqoq.
Sedangkan alasan-alasan yang lain sebagaimana disebutkan didalam
Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi

Hukum islam, hanyalah merupakan indikator adanya syigoq.

" “Perbuatan halai yang sangat dibenci oleh Allah adalsh talak {perceraian)”. (hadis Nabi
saw. yang diriwayatkan oleh Muslim).

1
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Syiqoq adalah perselisih;an yang tajam dan terus-menerus antara
suami dan istriZ.

Jika terjadi syiqog dalam suatu pernikahan, dalam hukum lslam
diperlukan adanya hakam atau penengah atau juru damai, yang mungkin
dapat membantu menyelesaikan syiqog tersebut. islam telah memberi
banyak jalan atau cara untuk menyelesaikan syiqoq tersebut. Salah
satunya adalah dengan mengutus seorang hakam sebagaimana firman

Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 35 :

A

Us) 5, s EG G g 5 \_9_,@{&9)- Lo

s

\_ez\plua <5

Artmya"'dan jika kamu mengknawatirkan terjadmya persengketaan
antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam
dart keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan".

Muhammad bin Ka'ab mengartikan lafal Khif (tum) dalam makna
aslinya, vyaitu (jika kamu) "khawatir" atau "takut’. Jadi berdasarkan
pemahaman ini, maka saat dianjurkan untuk mengutus juru damai adalah
ketika timbul kekhawatiran pada keluarga suami-istri akan terjadi syiqog
antara keduanya, bukan setelah betul-betul terjadi syigog. Sedangkan
Ibnu abbas, al-Alusi dan Ali As-Sayis (Mufassir dan fagih kontemporer dari

Mesir mengartikan ini, waktu untuk mengutus juru damai adaiah ketika

2 . - . .
“ Penjelasan pasal 76 avat 2 Undang-Undang Nomor 7 tuliun 1989
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sudah jelas terjadi perselisinan  yang meruncing dan  bahkan

berkepanjangan yang nantinya berakibat terjadinya perceraian.

Fugaha telgh sependapat bahwa juru damai ity hanya dikirimkan
dari keluarga suami-istri, salah satunya dari pithak suami dan lainnya dari
pihak istri. Kecuali apabila dari keluarga suami-istri itu tigak terdapat orang
yang pantas untuk jadi jurt damai. maka dikirimkaniah orang lain yang
bukan dari keluarga suami-istri ity® Ayat tersebut juga menggambarkan H
bahwa bagaimanapun juga perdamaian ity tetap lebih baik daripada
perceraian. L

Kehadiran hakam atau juru damai dalam syiqog masih menjadi

suatu perselisihan, ada yang mengatakan bahwa kehadiran hakam itu

hukumnya boleh saja (jaiz) dan ada yang mengatakan wajib,
sebagaimana pendapat Asy-Syafi'| yang mempunyai penganut terbesar di
negara Indonesia.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, pengangkatan hakam hanya
diberikan hukum jaiz saja. Hal ini tersurat dalam pasai 76 (2) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang -berbunyi : "Pengadilan setelah
mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami
istri dapat (garis bawah dari penulis) mengangkat seorang atau lebih dari

keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam",

—_—
* lbnu Rusyd. Bidavatu Mujtahid. terfemahan M.A. Abdurrahman dan A Haris

Abdullah, jilid 11, Asy Sy, Semarang, 1990, hal. 554,
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Pasal ini mengesankan bahwa kedudukan hukum pengangkatan
hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif Padahal
apabila ditilik kembalj pada ayat tentang syiqog, kehadiran hakam
merupakan bentuk perintah (al-Amr). Sedangkan berdasarkan kaidah
ushuliyah bahwa asa! hukum bagi perintah adalah wajib*. Dengan
demikian dapat dipertanyakan, mengapa Pengadilan Agama hanya
menganggap bahwa kehagiran hakam adalah jaiz saja.

Sebenarnya terdapat 2 aliran dalam iimu figh (munakahat) tentang
hukum pengangkatan hakam dalém perkara  syigoq, sebagian
berpendapat wajib seperti Rasyid Ridla misalnya. Undang-undang Nomor
7 tahun 1989 menganut pendapat yang pertama yakni sunnah,
sebagaimana dapat disimpulkan dar kata “dapat” yang terdapat daiam
rangkaian kalimat pasal 76 ayat'2 ST antara suami-istri dapat
mengangkat seorang ... berarti tidak wajib tetapi dapat diangkat secarg
kasuistik atag pertimbangan hakim dengan melihat mang yang lebih
mendatangkan maslahat®

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka permasalahan
yang dapat diambil olen penulis adalah sebagai berikut -

1. Bagaimanakah hukum adanya hakam dalam suaty proses perceraian

menurut hukum Islam 7

* Al-Ashlu i1 Amri i1 Wujub

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Per:

Undang nomor 7 tahun 1989, Pustaka Kartini, Jukarta, 1990, hal. 276
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n

2. Sejauh mana Peranan hakam dalam suaty proses perceraian di

Pengadilan Agama dan bagaimana prosedur pengangkatannya ?

2. Penjelasan Judui

Judul yang penulis kemukakan dalam skripsi ini  adalah
KEDUDUKAN HAKAM DALAM PROSES PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA.

Al-Hakam adalah orang yang mempunyai hak memutuskan
perkara antara dua pihak yang bersengketa®.

Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan, dari pihak
keluarga suami atay pthak keluargg istri atau pihak Jain untuk mencari
Upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq7.

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang
beragama [siam®.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara perdata tertenty yang diatur daiam undang-undang ini®.

—_—
? Ahmad Musthatu al-Maraghi, Tafsir l-Maraghi, tegjenidhan Bahrun Ab ibakar dan Hery
Noer Aly, jilid 5, Tohy Putra, Semaning, 1986, hal 4]

7 Penjelasan pasal 76 avut (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

*Pasal I ayai (1 Undamg-lmdung No. 7 tahun 1989

! Pasal 2 Undung-1 Indung No, 7 tahun 1989
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6

3. Alasan Pemilihan Judul

Suatu pernikahan, pada dasarnya harus ditakukan dengan niat
untuk beribadah kepada Ailah s'wt, mengingat eksistensi manusia adalah

semata-mata untuk beribadah, sebagalmana firman Allah swt -
P 2 - P 0o

/ L,

L))‘LI‘S\A\ J\ K)“"))‘ LJ':J = Lo_e

Artinya : “Dan tidaklah Aku menuptakan Jin dan manusia selain untuk
beribadah” .

Bentuk lain dari ibadah dalam suatu pernikahan diantaranya adalah
saling pengertian antarg suami dan isir‘i, Suami menyayangi dan
mencintai istri sedangkan istri menghormati dan mentaati suaminya.
Dalam prakteknya, pemahaman tentang bentuk menghormati  dan
mentaati suami itu adalah berbeda-beda. Hal yang demikianlah yang

menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Keadaan yang demikian

dapat diintrodusir dari kata nusyuz dalam ayat al-Quran -
~ 2 e o .) e

Cee:slly . JJD_B,\P_&)L)—JDJ)A»-)U\B

Kata nusyuz yang berarti durhaka dan membesarkan dirj terhadap
suami itulah yang dapat menimbulkan kesalanpahaman makna.

Untuk menyelamatkan perkawinan dari syigoq (yang mungkin
disebabkan nusyuz dari istri), al-Quran memberikan satu cara yaity
dengan mengutus  hakam dari pihak istri dan suami Hal ini dapat

diketahui dari ayat selanjutnya

o~ 7 -

—L/L.o\ U,.,u(,\yugu L,f,M cu&, Y«DU ;

Kedudukan Hakam Dalam ...
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Cea: ) ws s
Artinya : “Dan jika kalian kawatirkan ada persengketaan antara keduanya ,
maka Kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga wanita”.

Kehadiran hakam diharapkan dapat membanty menyelesaikan
masalah. Karena itu hakam dianjurkan orang yang mengerti benar sifat
dan keadaan suami-istri, dapat menelaah masalah yang terjadi. Lebih dari
itu, hakam juga diharapkan dabat mendamaikan perselisihan antara

suami- istri. Bagaumanapun perdamaian lebih disukai Allan swt _

sard L, )
(<"~5-'s\_..._‘JD \_Q_Q..A_Aw\wg,)\.))—a.?\\dx))—’ u\
Artinya : “Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perdamaian, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami-

istri itu...”
Yang menjadi permasalahan 'tentang hakam adalah pada kata
("maka utuslah"). Kata tersebut berbentuk Amr ( kata perintah ). Pada

kaidah Ushuliyah dnkatakan

-
» -

—L:)L;LSU JJJJ\J) \)\uyﬁﬂ)—-«oy\d Hj‘

Artinya : “Asal setiap perintah adalah Wajib kecuah ada dalil yang
menyangkalnya”,

Namun ada yang mengatakan bahwa kata ity hanyalah berbentuk

anjuran {sunnah) saja.

Kedudukan Hakam Dalam ...
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Wajib atau tidak divtusnya seorang hakam, bukan semata-mata

untuk kepentingan pasangan suami-istri, iebih jauh lagi karena sebuah

perkawinan harus pula dapat dipertanggung-jawabkan gihadapan Allah
swt. Hal ini tidak dapat diingkari melalui hadits yang berbunyi :
\
/., -~ : - /_. 4 /- ) T‘c -~
-~ P ~
Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adaiah talaq
(perceraian).” Karena ity kehadiran hakam harus dibahas

kembali. ,
Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tepatnya pada
penjelasan pasal 76 ayat 2-nya, bahwa pengangkatan hakam hanya #

bersifat fakuitatif, bukannya imperatif, Jika na_ntinya ditemui bahwa hukum
pengangkatan hakam adalah wajib akan terjadi ketidak-sesuaian antara
hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan hadis dengan hukum Islam H
yang telah dijadikan hukum positif.

Lebih lanjut dapat diketahui, bahwa selama ini pengangkatan
hakam di Pengadilan Agama délam menangani perkara perceraian

hanyalah sekedar formalitas untuk memenunhj hukuri acaranya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi yang ingin dicapai oleh penulis adalah
untuk melengkapi dan memenunhi Syarat utama yang diwajibkan oieh
Fakuitas Hukum Universitas Airtangga Surabaya untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum, disamping itu, tujuan yang tak kalah pentingnya adalah :

ixth Setiorini
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1. Menambah wahana pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang
Hukum Isiam.

2. Menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Aj rlangga.

3. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat umumnya dan
dunia pengetahuan khususnya yang terkait dengan masalah yang

dibahas.

5. Metodologi

a. Perdekatan masalah.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi inj adalah
pendekatan yuridis sosiologis. ‘

Pendekatan yuridis berart: pendekatan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu hukum positif dan hukum
Islam yang terkait dengan masalah hakam. Sedangkan pendekatan
lSOSIO|OgIS artinya pendekatan yang didasarkan pada kejadian atau fakta-
fakta yang ada dalam masyarakat, dan kejadian tersebut ada
hubungannya dengan masalah hakam.

b. Sumber data.

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam menyelesaikan tulisan
ini, data yang dipergunakan ada dua macam, yaity :

1. Daia primer. Berupa wawancara dengan dosen, penegak hukum, yang

menguasai hukum dibidang hukum isiam dan juga para ulama yang

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ...
ripsi
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menguasai masalah hukum syara' yang terkait dengan materi yang
akan dibahas.

2. Data sekunder. Berupa tulisan-tulisan iimiah, makalah-miakalah, artikel-
artikel, putusan pengadilan, dan buku-buku yang ada kaitannya
dengan masalah yang akan dibahas, serta beberapa lampiran berita
acara sidang sebagai fakta yang terjadi dalam praktek dj Pengadilan

Agama.

C. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data untuk membahas skripsi ini dilakukan dengan
jalan  studi kepustakaan, yaitu literatur-literatur yang menyangkut
masalah hukum (khususnya hukum Islam), artikel, makalah-makalah dan
wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas. Juga dari Perundang-undangan yang beriaku tentang
masalah yang terkait. Dari data yang terkumpul dipilah-pilahkan, diseleksi

dan dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian

dianalisa.

6. Pertanggungiawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman terhadap arah SKripsi ini, maka
pembahasannya akan disusun secara sistematika dalam empat bab.
BAB 1. Merupakan bab pendahuluan. Didalamnya berisikan hal-hal yang

bersifat pengantar dan bahasan mengenai penjé!asan judut dan alasan

Sixth Setiorini
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I

pemilihannya, tujuan penufisan, serta pertanggungjawaban
sistematikanya. Dengan adanya bab | ini, akan diketahui dengan jelas
permasalahan yang timbul dari latar belakang yang dikemukakan. Juga
permasalahan akan lebih tegas dan terarah dengan adanya alasan
pemilihan judul dan penjelasan judul, yang dalam penjelasan judul,
penulis mengartikan tiap-tiap kata untuk mempertegas maksud dalam
judul dan menghindarai salah pengertian tentang judutl.

BAB Il. Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum adanya hakam
dalam suatu perceraian. Sub bab yang juga akan dibahas adalah
mengenai alasan perceraian yang menyebabkan diperlukannya hakam
dan peranan serta kewajiban hakam daiam hukurn Islam. Dalam bab ini
diharapkan akan ditemukan kepastian hukum adanya hakam dalam suatu
perceraian, wajib atau tidak.

BAB lll. Setelah pembahasan bab il selesai dan ditemukan jawabannya,
maka dilanjutkan pada bab Iil. Pembahasan dalam bab ini adalah
mengenai peranan hakam dalam praktek di Pengadilan Agama. Sub bab
yang akan dibahas adalah mengenai prosedur pemanggilan dan
pemilihan hakam, dan pembagian tugas dan kewajiban dalam
menyelesaikan masalah perceraian antara hakam dan hakim.

BAB IV. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... Sixth Setiorini
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BAB Il
HUKUM ADANYA HAKAM DALAM SUATU PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM

1. Alasan Perceraian yang Menyebabkan Digerlukannya Hakam

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atay alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina, atay menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan: .

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turyt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain dilyar kemampuannya.

C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atay penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atay penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau istri

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga

g. Suami melanggar taklik talak H

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidak-rukunan dalam rumah tangga'®.”

‘Untuk  melaksanakan perceraian harus ada Cukup alasan,

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami H

istri.”

" pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

12

-
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Alasan perceraian menurut PP Nomor 9 tahun 1975 adalah

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan:

b. Salah satu pihak meringgalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tima) tahun
atau hukuman vyang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau istri

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.”

Seperti telah disebutkan dalam bab pendahuluan bahwa alasan-
alasan perceraian yang tersebut di atas hanyalah indikasi terjadinya
perselisihan, sedangkan jika dipahami lebih dalam alasan perceraian yang
sebenarnya hanyalah saty saja, yaitu “syiqoq’.

Syiqoq berarti perselisihan. Menurut istilan figih berarti
‘perselisinan  suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam
(hakamain), yaitu dari pihak suami dan dari pihak istri”.

Pada hakekatnya arti hakamain itu diambi! dari pengertian ayat

35 Surat an-Nisa’ yang berbunyi:

.‘/"HJ/// o/_v4// L I
A VID AW AT I IR Y

e i - "
Artinya : “maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan seorang

hakam dari pihak perempuan”

) iorini
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Dari pengertian ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada
mulanya hakam itu diangkat karena adanya perselisihan antara suami-istri
terus-menerus. Oleh karenanya al-Qur-an menganjurkan agar diangkat
seorang hakam dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap
perceraian, dengan alasan apapun, (kecuali perceraian karena li'an) baik
karena alasan salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak murtad atau
alasan-alasan lainnya, diperiukan adanya hakam karena alasan-alasan

tersebut dapat menimbulkan perselisihan terus-menerus antara suami-istri

(syiqoq).

2. Dasar Hukum dan Kewajiban Hakam

Tujuan perkawinan, pada mulanya adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga
tercipta keluarga yang bahagia. Tentulah kebahagizan ilu tidak dapat
dicapai apabila dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisinan yang
tidak dapat diselesaikan. Perselisinan tersebut apabila tidak dapat lagi
diselesaikan pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan terhadap
kedua belah pihak. Karena itulah !sl.am tidak mengikat mati perkawinan,
tetapt tidak pula mempermudanh talak (perceraian).

Hukum asal dari talak adalah makruh, namun dapat menjadi

haram bila talak dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang haid atau
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suci tetapi telah dikumpuli*'. Makruhnya talak tersebut dapat dipahami dari

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah :

=, %J‘ -L/Ul.&..._c. J)Ls’\ Ue__s\),\

Artinya : “sesuatu yang halal yang sangat dtbenm oleh Allah adalah
perceraian’.
Mengingat hukum menjatuhkan talak adalah makruh, maka
Islam sangat memperhatikan masalah talak tersebut. Seperti memberikan
batas talak sebanyak dua kali, term_asuk juga dengan mengutus hakam
(juru damai). |

Kembali kepada ayat :

\%,\p\ g m\ = L NL

Khithah ini berS|fat umum, termasuk dndalamnya suami-istri dan
kaum kerabatnya. Yang paling utama mengutus hakam adalah mereka.
Jika tidak ada maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka,
hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya'?.

Pada mulanya suami-istri itu harus menyelesaikan  setiap
persoalan rumah tangganya secara baik (ma’ruf). Tetapi disadari atay H
tidak, persoalan dapat terjadi setiap waktu dan kadangkala tidak dapat
diperbaiki kembali. Jika terjadi hal yang demikian, maka suami-istri dan

kaum kerabat waijib (garis bawah dari pehulis) mengutus dua orang hakam

A Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan {Nikah Talak Cerai dan Rujuk), Al-
Bayan Jakarta, ha) 01

'* Ahmad Musthata al-Maraghi, Qp_ Cit., hal. 49

ixth Setiorini
Kedudukan Hakam Dalam ... Six i

Skripsi




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

16

yang bermaksud mamperbaiki hubungan mereka'. Jika maksud dan
tekad mereka itu benar, maka dengan karunia dan kemurahanNya, Allah
akan mempersatukan mereka kembali.

Para Ulama sepakat atas diperbolehkannya (garis bawah dari

penulis) mengirim juru damai apabila terjadi perselisihan antara suami-istri
tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yakni
siapa yang benar dan siapa yang salah™.

Hukum mengangkat atau mengutus juru damai menurut Imam
Syafii adalah wajib. Sebab pengutusan itu dalam rangka membasmi
kelaliman antara suami-istri, yang merupakan kewajiban umum terutama
bagi pemerintah, dalam hal ini hakim di Pengadilan.

Asy-Syafi'i memberi hukum wajib untuk mengutus hakam dalam
masalah perceraian. Meskipun kebenaran tidak dapat diukur dari jumianh,
tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Asy-Syafii mempunyai pengikut
terbesar di Indonesia, dalam arti bahwa madzhab Asy-Syafi'i lebih dikenal
dan dianggap sebagai madzhab yang sesuai dengan kesadaran hukum di
Indonesia dalam masalah munakahat, daripada pendapat Ibnu Rusyd di
atas.

Selain dari pendapat-pendapat di atas, (pendapat Asy-Syafi'i,
lbnu Rusyd, dan al-Maroghi) ada pertimbangan lain sehingga kehadiran

hakam itu menjadi wajib :

1 Ibid

" Tbnu Rusyd, Op. Cit., hal. 554

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... : Sixth Setiorini




IR—Perpustakéan Universitas Airlangga

17

1. Perlunya lembaga tahkim.
Dasar hukum bagi tahkim ini juga terdapat dalam al-Quran

surat an-Nisa’ ayat 35 yaitu :

e 2
\J:JHO)ng\p\L')—/o\Ab):\//\D\OTLJ\)\ML
d Sy o2

Artinya : “Maka angkatlah seorang hakam dari keIJar/ga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya
menghendaki perbaikan, niscaya Allah swt. akan
memberikan taufik kepada keduanya”.

Tahkim dalam pengertian bahasa arab adalah : “menyerahkan

putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu”.

Menurut pengertian istilah ialah : “dua orang atau lebih
mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan
sengketanya dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka
it

Tahkim ini juga didukung oleh sebuah hadits : bahwasanya Abu

Syuraih menerangkan kepada Rasulullah Saw , bahwa kaumnya telah

berselisih dalam suatu perkara, ialu mereka datang kepadanya dan

diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua

belah pihak. Mendengar itu Nabipun berkata : “ Alangkah baiknya'® *

' T. Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, (selanjutnya disingkat Hasby 1), Peradilan dan
Hukum Acara Islam, Pustaka Rizqy Putra, Semarang, 1997, hal. 81

' Hadis Riwayat An-Nasa’iy
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Rasulullah saw sendiri pernah menerima putusan Sa’'ad lbnu
Muadz mengenai Bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara
Umar dengan Ubay bin Ka'ab tentang suatu kebun kurma, perkaranya
ditahkimkan oleh Zaid bin Tsabit. Semua sahabat sepakat menerima
putusan hakam dan membenarkan tahkim ini'’.

Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam
masalah ini. Salah satunya bahwa tahkim ini juga berlaku dalam

masalah munakahat.

2. Wajib mendamaikan.

Seringkali disebutkan bahwa tujuan pernikahan adaiah untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika
tujuan tersebut tidak tercapai, apalagi sampai terjadi syiqoq, harus
segera diselesaikan. Dalam berita-berita, baik berita di televisi atau
disurat kabar, diceritakan tentang pertengkaran suami-istri yang
berlarut-larut, hingga sampai pada taraf suami menyiksa istrinya,
bahkan ada yang sampai tega membunuh istrinya  karena
menyangka istrinya telah berbuat nusyuz. Korban dapat terjadi tidak
pada sebatas antar kedua pasangan, tetapi anak-anak merekapun
bisa menjadi korban. Bahkan perselisihan antara suami-istri dapat

berkembang menjadi perselisihan antara keluarga suami dan keluarga

istri.

' Hasby (I), Op.Cit., hal. 83
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Dengan memperhatikan fenomena di atas, sebenarnya semua

orang wajib untuk mendamaikannya. Aliah swt berfirman:

P2 s o -
,pug)\uu\}zwb

Artinya : “Maka damaikaniah antara saudara-saudaramu”.

3. Mentaati syariat Allah.

Selain  menyangkut masalah muamalah, pernikahan juga
menyangkut masalah ibadah . tkatan suami-istri yang ada tidak dapat
dilepaskan dari tanggung-jawab terhadap Allah swt . Sebab
pernikahan yang sah menurut hukum belum tentu sah dihadapan Allah
swt, demikian pula perceraian . Karena itu, agar semua tindakan kita
(terutama tindakan hukum) sah dihadapan Allah swt, sebaiknya kita
harus mentaati semua perintah dan menjauhi semua laranganNya.
Jika dalam masalah syiqog, Allah memerintahkan untuk mengutus
hakamain (lihat Q.S an-Nisa’' ayat : 35), maka kita harus mentaatinya

/ v 4

Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita © )up_)\\ _94.,-Ju t

.23 2
o\{JJ\\ 5)1 ) ("dirikanlah shalat dan tunalkanlah zakat"). ( \_B""‘u\ )
° ) | -~
dan ( \ 5~ | ) merupakan perintah yang wajib dilakukan berdasarkan
- 22

- R
$ -
kaidah ushuhyy)ah 42 oA J-A)\d P 3} . Maka demikian
pula kata ( _9*3\’\"’ merupakan perintah yang waijib dilakukan.
Salah satu alasan mengapa Allah mensyariatkan untuk

mengutus hakamain adalah agar tidak terjadi intensitas perceraian,
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agar selaiu tercipta perdamaian, juga agar suami tidak semena-mena
dalam menjatuhkan talak kepada istrinya.

Sebenarnya ada dua pendapat mengenai hukum pengangkatan
hakam selain wajib, yaitu sunnah. Tetapi bagaimanapun juga, Sunnah
temasuk dalam kategori hal yang sebaiknya dilakukan.

Secara idealis, diperlukan adanya suatu lembaga yang
menangani masalah talak ini. Lembaga ini sama dengan lembaga
tahkim di atas. Namun khusus untuk masalah-masalah talak.
Sebenarnya Pengadilan Agama jelas mempunyai lembaga semacam

ini, namun secara praktis kurang difungsikan.

3. Peran dan Kewajiban Hakam Menurut Hukum lslam

Para ahli figih berbeda pendapat mengenai arti hakam yang
sebenarnya. Imam Hambali dan Qaul Qadim dari Imam Syafii
berpendapat bahwa arti hakam adalah “wakil’. Sama hainya dengan wakil,
maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak pada pihak istri sebelum
mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu juga hakam dari pihak istri
tidak boleh mengadakan khulu’ sebelum mendapat persetujuan dari pihak
istri. Untuk pendapat ini, hakam diangkat oleh kedua pihak ( suami-istri)*®.

Imam Malik dan pengikut Hambali, serta Qaul Jadid dari syaf?i
berpendapat bahwa hakam itu “hakim”. Sebagai hakim, maka hakam

boleh memberikan keputusan, sesuai dengan pendapat keduanya tentang

18 Kamat Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,
1974, hal. 189
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hubungan suami-istri yang sedang berselisin itu, apakah ia akan
memberikan kepuiusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar
kedua suami-istri itu berdamai kembali.

Dalam hal ini tidak salah apabila hakim memperhatikan usul
(pendapat) dari hakam. Sebab untuk apa hakam diangkat apabila usu!
(pendapat)nya tidak diperhatikan. Yang penting hakam tersebut benar-
benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai
orang yang diangkat oleh pengadilan yang berfungsi sebagai juru damai.

Menurut pendapat ini, hakam diangkat oleh hakim atau

o

% 2.
pemerintah, karena ayat di atas (. --L,A\/,/J/ .Q/L;;\,L‘J;\,.y/ Z \y;u\; )
ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. !'Dalam hal perselisihan suami-
istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah mereka atau oleh
hakim, yang telah diberikan wewenang untuk mengadili perkara yang
disampaikannya'®.

Menurut Ibnu Katsir, para Ulama' sependapat bahwa kedua
hakam itu berhak mempersatukan kembali diantara suami-istri yang
berselisih itu dan berhak juga memisahkan.

Pendapat ini sama juga dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu
Hanifah. Mereka mengambil dasar dari hadits yang diriwayatkan dari Ali

bin Abi Thalib ra. :

2. 7. . . 2 /,,{/ﬂ ”/»- S 7
2V o O 4’3-&/5\\-&/‘“;
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Artinya @ "Kepada kedua juru damal (ada) hak memisahkan dan

mengumpulkan kedua suami-istri?®”.

Juga hadits dengan riwayat yang terdapat dalam hadits Ali ra.

Dimana ia berkata kepada kedua orang juru damai :

qu Loy oV J»&o
TR }IJL,ALLJ L5 B3 o u’_l,’\)’;
;x:b;u\\;\ j,J]\jL;; Qu J .&JJL,J) 4 A

ul} -.// - A

u)"u‘}#«—) Qﬂ)@uw\)w\)\) J\JJ\QJ

\

» S -

\_)A)\A_)

Artinya: “Apakah engkau berdua mengetahui kewajiban kalian; jika kalian
memandang periu untuk mengumpulkan, maka kalian dapat
mengumpulkan; dan jika kalian memandang perlu untuk
memisahkan, maka kalian dapat memisahkan. Maka berkatalah
seorang perempuan: "Saya rela dengan kitab Allah dan dengan
apa yang ada di dalamnya, menguntungkan atau merugikan
saya”. Maka berkatalah seorang lelaki; “Akan tetapi mengenai
pemisahan tidak’. Maka Ali pun berkata: "Tidak, Demi Allah,
jangan berubah kecuali sesudah engkau berikrar seperti apa
yang diikrarkan oleh istrimu?'".

Hukum Islam yang berpandangén bahwa hakam sebagai hakim

adalah kuat , logis dan masuk akal pula. Pandangan hukum lslam itu

% Tbnu Rusyd, Op. Cit., hal 555
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diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy di atas yang
termasuk orang yang dipercaya dalam periwayatan hadis.

Peranan hakam dalam pérkara syiqoq dapat dikaji ulang
melalui pembahasan berikut :

Jika suami menyerahkén urusan talak istrinya ke tangan orang
lain hukumnya sah®. Hal ini dapat disamakan dengan penyerahan talak
ke tangan istrinya. Contoh lafadz penyerahan talak ini adalah : “Aku
berikan hak pilih kepadamu untuk mentalak istriku”, atau “talakiah istriky”.
Contoh penyerahan talak kepada istri adalah: "Pilihlah olehmu (berpisah

atau tetap)®.”

Penyerahan talak. ke tangan orang lain, terkadang bersifat
mutlak, yaitu dibatasi oleh tempat dan waktu. Jika penyerahan talak suami
bersifat demikian, maka orang lain (yang diserahi untuk mentaiak) harus
memperhatikannya. Karena haknya untuk mentalak berakhir jika waktu
dan tempat yang diberikan sudah tidak sesuai lagi.

Pengertian talak menurut ketentuan yang tercantum dalam
pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975, yang disebut dengan istilah cerai talak,
pengertiannya dapat disimpulkan sebagat berikut : “Pemutusan
perkawinan oleh pihak suami yang- melaksanakan perkawinan menurut
agama lIslam dihadapan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu,

setelah sidang pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan pengadilan

*? Sayyid Sabiq, Fighus-Sunngh, jitid VAL, Al-Ma’arif, Bandung, 1983, hal.80

IJM
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menganggap ada alasan untuk perceraian tersebut. Dengan kata lain
bahwa cerai talak menurut istilah Undang-Undang Perkawinan ialah -
"Cerai yang terjadi atas permohonan dari pihak suami ke Pengadilan
Agama”. Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa talak itu
merupakan hak suami, karenanya ia berhak mentalak sendiri istrinya, atau
menguasakannya kepada orang lain untuk menjatuhkan talaknya.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan
talak dengan utusan adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah, yang
dilakukan oleh utusan atau kuasa sah dari pihak suami dihadapan sidang
pengadilan yang diadakan untuk itu, dengan menggunakan lafadz taiak
atau semakna dengan ity.

Hakam dapat bertindak sebagai seorang utusan dari pihak suami.
Jika suamij menguasakan kepadanya untuk mentalak istrinya, maka
hakam mempunyai hak untuk itu®,

Dari uraian di atag dapat diémbil kesimpulan tentang peranan
dan kewajiban hakam, yaity
1. Mendamaikan Suami-istri yang berselisih. Dalam hal inj hakam harus

arif dalam mempelajari permasa}ahan yang ada dengan maksud bukan
mencari siapa yang salah, melainkan mencari titik temuy diantara
Keduanya. Karena ity seorang hakam harus memenuhi Syarat :

a. Berlaky adii diantara pihak yang berperkara.

* lihat hadis riwayat Ali r.a di atas
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b. Dengan ikhlas berusaha mengadakan perdamaian antara kedua
suami-istri.
c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak.
d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain
tidak mau berdamai.
2. Mengembalikan ketentraman rumah tangga.
3. Menceraikan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Islam
tidak mengikat mati perkawinan, méka perceraian itu dibolehkan jika

pada kenyataannya perceraian itu lebih baik.
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BAB i
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBAGIAN TUGAS HAKAM

Telah disinggung  bahwa mayoritas  umat Islam dj Indonesia
menganut madzhab syafii (madzhab Sunni). Sebagaimana diketahui,
mayoritas madzhab Sunni tidak mewajibkan dua orang saksi pada
pelaksanaan talak Adapun madzhab yang mewajibkan adanya saksi
tesebut adalah madzhab Syi'ah Imamiyah®®. Dasar hukum yang mereka

pergunakan adalah Al-Qur'an surat At-Thalag ayat 2 yang berbunyi:

A A ”
.I/ LI w)//

EESRETIETE s S IE VIR

vy
ff « -/ o 4 -./

- > l..//")v_, . ' . P .
o;\g,;i._\\b;ul_, J'C/»JJ\_C L5_)>\)J:Ml) ) )=

|
-

-~ -~

Artinya :"maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persasikanlah dengan dua orang saksi yang
adil diantara kamu, dan hendaklah kamy tegakkan kesaksian
itu karena Aliah.”

Dengan adanya dua orang saksi tersebut dapat diambil beberapa

manfaat yaity :
a. Lebih mantapnya jaminan kepastian hukum
b. Dapat mengurang efek sampingan yang negatif

C. Dapat mengurangi sikap emosional suami istri atau Keduanya.

* Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi hukum islam daiam sistem hukum nasional,
Gema Insani, Jakarta, 1996, hal 58.59
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C. dapat mengurangi  sikap emosional suami-istri  atau

keduanya.

d. Sesuai dengan prinsip mempersulit jatuhnya talak karena
talak adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah, Jadi selain
adanya dasar hukum yang kuat (Q.S. at-Thalaq : 2), juga
pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang tidak boleh
diabaikan, karena hukum Islam itu disyariatkan demi
kemaslahatan manusia.

Di Indonesia, tidak saja mengikuti ketentuan wajibnya saksi dalam
hal talak®® tetapi lebih dari ity, seperti juga dianut oleh berbagai negara
Islam, talak dikategorikan sebagai perselisinan atay sengketa perkawinan.
Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secara obyektif, sehat dan adil,
maka harus ditangani oleh lembaga yang netral, dalam hal ini badan
peradilan, yaity Pengadilan Agama bagi warga négara yang beragama
Islam®’. Demikian pula Segala bentuk persengketaan perkawinan harus ]7
diselesaikan oleh hakim di Pengadilan. Jika tidak demikian, maka
sengketa perkawinan (talak) itu dapat diselesaikan oleh saiah satu pihak

yang berperkara, dalam haf inj suami. Dengan adanya hak talak, maka

suami akan berada pada pihak yang menang untuk seterusnya.
Mengenai peranan hakam dalam praktek di Pengadilan Agama,

dapat dilihat berdasarkan perundang-undangan yanrg ada.

* Lihat pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi
Hukum Jslam

¥ Lihat pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
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Pasal 70 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan -
“Pengadil_an setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka

pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.”

Pasal 70 (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan :
“Dalam sidang itu suami atay wakil_nya yang diberi kuasa khusus dalam
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar
talak yang dihadiri oleh istri atay Kuasanya.”

Pasal 76 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan
“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigog, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi

yang berasai dari keluarga atau Crang-orang yang dekat dengan suami”,
Pasal 76 (2) Undang—Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan
“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat
persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat Se0rang atau lebih
dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi
hakam.”
Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum islam menyebutkan :
“Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, H

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talak »

Pasal 134 -
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“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f,
dapat diterima apabila telah cukup jelas  bagi Pengadilan Agama H
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami-istri
tersebut.”

Pengertian pasal 70 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun1989 dan
pasal 131 (2) adalah sama, yaitu bahwa jika suami-istri yang bersengketa
itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim akan mengabulkan
permohonan suami untuk menjatuhkan talak atay mengabulkan gugatan
istri untuk mengajukan khuly’.

Hakim dalam setiap awal persidangan hendaknya menawarkan H
perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hal ini sesuai pula dengan
tuntutan pasal 130 {1) HIR yang berbunyi : “ jika pada hari pemeriksaan
yang tertentu, kedua belah pihak menghadap, hendaklah Pengadiian
Negeri dengan pembicaraan ketua sidang mencoba memperdamaikan

mereka.”

Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa salah saty fungsi hakam

adalah mendamaikan suami-istri, maka seharusnya fungsi hakam dalam
pengadilan juga demikian. Namun dalam Kenyataan di Pengadilan,
biasanya hakam hanya sebagai pembantu hakim dalam proses

perdamaian.

Jika ditilik kembali melalyi ayat tentang hakam :
w /7

/ .,‘ ) /// ° s, ////'.;) o -/
-~ - l - - '
Artinya : "maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

hakam dari keluarga wanita®, seharusnya yang pertama kali melakukan
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Artinya : "maka utusiah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga wanita” seharusnya yang pertama kali melakukan
perdamaian adalah hakam, dalam art bahwa hakam meyelesaikan
masalah tersebut secara intern (kekeluargaan). Jika pada akhimya hakam
tidak dapat menyelesaikannya, tenty saja wajar jika kedua pihak (suami-
istri) itu kemudian mengajukan permasalahannya ke Pengadiian Agama.

Jika sebelum mengangkat hakam kedua pihak sudah mengajukan
perkaranya ke Pengadilan Agama, seharusnya  hakim yang
mengusahakan agar perkaranya diselesaikan dulu secara intern
{kekeluargaan), secara damai, dan mengusulkan untuk mengangkat
hakam dari keluarga masing-masing.

Pembahasan sebelumnya telah rﬁenyebutkan, Jika tidak ada

hakam yang patut untuk diangkat dari keluarga masing-masing pihak,

maka hakam boleh diangkat dari luar keluarga masing-masing pihak. Di L
Indonesia, terdapat badan yang dapat menggantikan hakam dalam
tugasnya mendamaikan pasangan suami-istri, yaitu Badan Penasihat
Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Sebelum menyidangkan
perkara, hakim dalam usahanya mendamaik_an suami-istri, dapat
memerintahkan keduanya untuk menghubungi badan ini.

Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan 134
Kompilasi Hukum islam juga mengandung  pengertian yang sama.

Menurut kedua pasal tersebut, hakam diangkat setelah didengar

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga. Padahal jika merujuk langsung

Sixth Setiorini
Kedudukan Hakam Dalam ...

Skripsi .




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

3L

pada ayat tentang hakam, maka yang pertama kali dilakukan oleh
pasangan suami-istri yang sedang bersengketa, seharusnya adalah
mengangkat seorang hakam. Saksi diperlukan hanya pada saat hakam

(suami) hendak menjatuhkan talak . Hal ini sesuai dengan Q.S. ath-

.5 R e S s Cre, s

Thalaq 2 : -’\UJM GP s U 5—3.4\_?\0:1,\_;\:.&}
),../‘/v"j,,o/,/ .2 :{/_..)‘, /)‘%//'
\seoly o ) e (55050 15 550, RS RE
- # -~ < e Tl

.{/EO)\_Q.“J‘

Artinya : “Apabiia mereka telah mendekati akhir iddahnya; "maka rujukilah
mereka dengan baik atay lepaskaniah mereka dengan baik dan
persaksikaniah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu
dan hendaklah kamuy tegakkan kesaksian ity karena Allah”.

Sebeium Undang«Undang Nomor 7 tahun 1989, sewaktu hakam

masih  difungsikan sebagaj hakim®,  mereka berhak menetapkan A
perceraian antara suami-istri yang penanganannya diserahkan
kepadanya, dengan cara menjatuhkan talak suami. Fungsi hakam masih
sangat menentukan. Sebab saat itu majelis hakim hanya berfungsi
mengesahkan laporan hakam dan menyaksikan serta menetapkan sahnya H
jatuh talak oleh hakam, dan talak yang dijatuhkan oleh hakam ditetapkan
sebagai talak wajib. MHakam saat itu memiliki tanggung-jawab sangat besar
terhadap apa yang mereka tetapkan, Adapun prosedur yang harus dilalui
saat itu adalah, sebelym mereka memutuskan perceraian dengan

mengikrarkan talak. lebih dahuiu melaporkan kepada majelis hakim segala

* Yusuf llyas, “Meningkatkan Fungsi Hakam dalam Menangani Perkara Perceraian™,
Mimbar Hukum, Nomor 4] tahun X 1999 Maret-April, hal. 82
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hasil kerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakam yang

berupa penjelasan tentang sebab-sebab perselisinan suami-istri yang

sebenamya serta bagaimana bentuk perselisihan mereka berdasar g
kejadian yang sebenarnya.

Sampai sekarang pengangkatan hakam masih merupakan hal
biasa dalam praktek di Pengadilan Agama. Tetapi, pengangkatan hakam
masih terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum acara,
sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang pasal 76 (2) Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengesankan bahwa kedudukan
hukum pengangkatan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat
fakultatif. Apalagi jika dilihat dari pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7
tahun 1989, maka fungsi hakam terbatas ‘untuk  mencari upaya
penyelesaian perselisihan”. Fungsi tersebut tidak disertai dengan
kewenarngan menjatuhkan putusan, justru yang membarengi fungsi hakam
adalah  kewajiban melaporkan sejauh  mana usaha yang telah
dilakukannya dan apa hasil yang diperolehnya selama dia menjalankan
fungsi hakam. Kembaii pada pasal 76 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun
1989 yang mengatakan bahwa hakam diangkat setelah mendengar
keterangan saksi- saksi. Ini dapat berarti, hakam juga dimintaj keterangan
sebagai saksi atas persengketaan yang ada, atay dapat berarti saksi-
saksi yang dimintai keterangan {(kesaksian) dipisahkan dari saksi yang

nantinya akan diangkat sebagai hakam.
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Hakam  dalam predikatnya sebagai  saksi, hendaknya
memperhatikan beberapa hal berikut inj -

1. Dalam hukum Islam, kesaksian diambil dari kata “musyahadah’ yang
artinya menyaksikan (melihat) dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi
yang dimaksud adalah manusia hidup. Menurut Hasby Ash-hiddieqyzg,
syahadah (kesaksian ) adalah suatu khabar yang khusus dimaksudkan
untuk menjadi dasar keputusan hakim,

Kembali kepada ayat :

»—C—o LH: Lj_) > ‘JAQ..«»\
Maka hakam dapat pula menjadi saksn karena hakam mengetahuu
perkara tersebut secara langsung sebagaimana sifat kesaksian,

2. Dalam hukum acara, yang dimaksud dengan kesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu
peristiwa atay kejadian yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah
satu pihak dalam suatu perkara yang dipanggil ke persidangan®.

Dari  pengertian kesaksian tersebut dapat dijabarkan bahwa
orang yang memberikan kesaksian itu adalah bukan para pihak, yang
kadang-k:aadang dihadirkan atay dihadapkan oleh penggugat tapi bisa juga

dihadirkan oleh tergugat. Dalam praktek, orang tersebut biasanya

2T Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya disingkat Hasby 1i), Pokok-Pokok llmu Diroyah
Hadis, jilid 11, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 32

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985 h
hal. 133
Sixth Setiorini b
Kedudukan Hakam Dalam ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

dihadirkan oieh para pihak atas perintah hakim. Tapi karena sesuatu hal,
atas permintaan salah satu pihak, orang tersebut dipanggil dengan surat
panggilan (pasal 140 dan 141 HIR).
Peristiwa atay kejadian yéng dikemukakan oleh seorang saksi
adalah peristiwa yang dilihat, didengar, atay dialaminya sendiri bahkan
| harus pula disertaj dengan alasan-aiasan bagaimana cara mengetahui
apa yang dikemukakannya“, keterangan yang berupa pendapat, dugaan
atau konklusi saksi dari suatu peristiwa dengan menggunakan jalan

pikiran atau metode tertentu tidak disebutkan sebagai suaty kesaksian

| (pasal 171 (2) HIR ), walaupun dalam istilah sehari-hari tetap digunakan A
istilah kesaksian. |

Jika seorang saksi melihat, ia harus melihatnya dengan mata
kepala sendiri, apabila mendengar, seperti pada kasus perceraian karena
pertengkaran dan perselisinan (pasal19 hyuruf f PP No.9 tahun 1975 jo
pasal 146 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang terjadi dalam suaty L
ruangan sehingga penglihatan saksi tigak bisa menangkapnya, saksi L[
harus mengetahui dan mengenal’ orang yang mengeluarkan suarg
tersebut dengan pasti3 |

Dengan memperhatikan hai-ha| tersebut di atas, maka hakam
tidak boleh menjadi saksi jika hakam (yang nantinya) diangkat tidak

melihat secara langsung (mendengar secara langsung) peristiwa yang

—_—

IR Subekti, Hukum Pembuyktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.‘40

32 Sayyid al-lmam Muh_ Ismail al-Kahlanj al-Sha’nany, Subulus Salam, Dahlan,
Bandung, 1, juz 1V, hal. 130
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terjadi antara suami-isti karena bisa jadi hakam tersebut hanya

mendengar keterangan dari para pihak yang berselisih.

1. Prosedur Pemanggilan dan Pemilihan Hakam

Lembaga hakam sebagai salah saty bagian daii hukum acara saat

mempersempit terjadinya perceraian, sehab perceraian merupakan
perbuatan yang hala tetapi sangat dibenc oleh Allah swt. Pasal-pasal
tentang hakam Sangat terbatas. Oleh sebab itu para hakim berkewajiban
berusaha mengembangkan muatan pasal-pasal tersebut melalui praktek
peradilan dan meningkatkan peran serta fungsi hakam.

Mengingat bunyi ketentuan penjelasan pasal 76 (2) bahwa tugas

hakam adalah untyk mencari upaya Penyelesaian perselisihan karena
syigoq, maka dalam penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang
kelihatan sederhana, tetapi apabila dikembangkan maka dapat dikatakan

bahwa mencari penyelesaian syiqoq tidaklah sederhana sebagaimana

Agama. Sebab perselisihan yang membawa kepada syigog menyangkut

banyak ha| yang komplek sifatnya, meliputi berbagai aspek dan

menyangkut beberapa pihak (anak-anak, orang tua, sanak saudarg dan
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sebagainya) dan sering diliputi emosi yang tak terkendali dan harga diri
yang tidak pada tempatnya. Maka dari itu, agar iembaga hakam ini dapat
berfungsi dan berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya hendaklah
dikelota sebaik mungkin, dengan menyediakan sumber daya manusia
yang profesional, manajemen yang baik dan dana yang memadai. Sumber
daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai
hakam harus mereka yang ahli atau pakar dan terampil dalam bidang
nasehat perkawinan, misainya para tenaga psikiater atau psikolog yang
telah berpengalaman.

Pernyataan terakhir dapat menimbuikan pertanyaan yaitu apabila
hakam diangkat dari keluarga suami-istri, bagaimana dapat memperoleh
tenaga ahli ? Dalam pembahasan sebelumnya pernah disebutkan,
memang pada mulanya hakam diahgkat dari keluarga suami atau istri,
namun dapat pula diangkat dari luar keluarga suami-istri. Karena yang
diharapkan adalah kebaikan, maka sebaiknya pengangkatan hakam
haruslah dengan mempertimbangkan profesionalisme dari hakam itu
sendir. Dengan demikian lembaga BP4 dapat menjadi lembaga aiternatif
terbaik sebagai lembaga hakam.

Mengenai prosedur pemanggilan dan pemilihan hakam di
Pengadilan Agama, hampir sama dengan pemanggilan para pihak yang

ditentukan oleh Pengadilan. Misalnya pemanggilan para pihak yang

berperkara atau pemanggilan saksi-éaksi.
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Ditinjau dari segi pendekatan hukum Islam (Q.S. an-Nisa' : 35)

maupun dari pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakam
datang dari pihak yang  berperkara. Sedangkan mengenai
pengangkatannya yang dianggap sejalan dengan ketentuan hukum acara H
perdata, adalah melalyi putusan sela. Hal ini dikarenakan menurut pasal
76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pengangkatan hakam
dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai.
Pemakaian hukum acara perdata dalam proses beracara di Pengadilan
Agama sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989
yang berbunyi : “Hukum acara yang beriaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur
secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Hakam dipilih dan ditetapkan setelah pemeriksaan saksi-saksi
(pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989), tetapi sebelum
keputusan akhir, maka pengangkatan hakam yang sesuai adalah melaiui H
‘putusan sela”. Dalam putusan sela itu diangkat para hakam serta
menyebut tugas apa yang dibebankan pengadilan pada mereka, juga
sekaligus dalam putusan sela ditentukan jangka waktu hakam serta
penundaan pemeriksaan atay Penjatuhan putusan  akhir. Namun
Pengadilan Agama ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur

hukum acara Pengadilan Agama. Bahkan tidak diadakan pemilihan dan
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pengangkatan hakam pada perkara syiqog. Hal ini diperkuat oleh berita

acara yang terdapat dalam lampiran.

Dalam berita acara tersebut, tidak dicantumkan tentang adanya
Upaya hakim untuk menyarankan para pihak menemui hakam (seperti
BP4 atau hakam yang diangkat dari keluarga sendiri), usaha-usaha
perdamaian yang dilakukan hakam, dan sebagainya. Padahal perkara

dalam berita acara tersebut jelas perkara sYiqoq.

2. Pembagian Tugas dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian

Antara Hakam dan Hakim
2 dla nakam dgan Hakim

Secara umum, tugas hakim adalah membantu  dalam

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sehingga
diperoleh suatu keputusan yang seadil-adilnya. h

Altah berfirman :

+ " -7 s ’)/- < T /// s
Ve I - I

Artinya : “Jika kamu menghukumi (manusia), maka hukumilah dengan H
adil’. (al-Maidah 42 ).

Dalam suatu perceraian, tugas hakim juga untuk membantu dalam

menyelesaikan perkara yang ada. Namun dalam hal ini, hakim harus lebih
berhati-hati lagi karena perceraian bukan perkara perdata biasa, namun

perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perkawinan. Masalah

perkawinan, menyangkut hubungan yang vertikal, yaitu tanggung-jawab

kepada Allah swt. Kehati-hatian hakim Sangat diperlukan karena dalam
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hal perkawinan ini apa yang diputuskan oleh hakim belum tentu dapat
dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Sebagai misal : Seorang
suami mengatakan kepada istrinya : “kamu Saya cerail cerail cerail ©
Untuk memperoleh pengakuan atas ucapannya, maka si suami datang ke
Pengadilan Agama. Hakim memberi penetapan bahwa si suami telah
menjatuhkan talak saty. Karena ketidaktahuan suami-istri, dan kurang

kehati-hatian hakim, mereka menganggap talaknya hanya jatuh satu. :
Secara formalitas memang demikian, namun secara Syari yang harus

dipertanggungjawabkan kepada Allah adalah, sebenarnya mereka telah

talak ba'in.

Menurut Abu Hanifah, hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan
talak kepada wanita, adapun alasannya kecuali bila suaminya impoten,
zakarnya terputus dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun jika
suami tidak memberi nafkah, hakim tidak boleh menjatuhkan talak
terkadap Seorang wanita karena hal-hal di atas, tanpa perkenaan
Suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami)®. L

Menurut Maliki, Syafii dan Hambali, wanita boleh menuntut talak “
dari hakim karena sebab-sebab :

1. Tidak diberi nafkah.
2. Istri merasa terancam baik oleh ucapan atay perbuatan suami. ~
3. Terancamnya kehidupan istri karena Suam: tidak berada ditempat,

sekalipun suami meninggalkan nafkah.

" Muh, Jawad Mughniyah, Op, Cit.. hal 490
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4. lIstri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara™.
Jika dikaji kembali melalyi pembahasan sebelumnya, hakam dapat
diposisikan sebagai wakil dari Suami, atau orang yang diberi kuasa atau
wewenang oleh suami sehingga kadangkala hakam berhak untuk
menjatuhkan talak sebagaimana hak seorang suami,
Mengenai pembagian tugas antara ‘hakam dan hakim dalam masalah
perceraian, dapat dibahas melajui hal-hal sebagaimana berikut ;
a. Lembaga Peradilan (Qodio’).
Lembaga ini dipimpin oleh Seorang qodii atau hakim . Pengertian
Qodlo dari segi bahasa

1) “Menyelesaikan® seperti dalam firman Allah

TN s~
o \.A-l.)
b, \‘Q"':“ 2) u‘?)
‘maka manakala Zaid telah menyelesaikan hajatnya dari
Zainab....” { QS.al-Ahzab:37)

2) “Menunaikan" seperti firman Allah

S s A, )
)J\d lj)_“..u\., o)!.d\w_@)‘)&)

Apablla sembahyang teiah ditunaikan maka pergllah ke seluruh
pelosok bumi....” (al-Jumu’ah :10)

3) “Memutuskan hukum” atay *membuat suatu ketetapan®". Dari
segi istilah (menurut istilah ahlj figh) :

a) Lembaga hukum,

* Ibid., hal. 490-49]

* Hasby (), Op. Cit.. hal 34
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p) Perkatad” yang hams giuruti - Y89 diucapkan olen
seseorand yang mermpunya! wilayah umum atau
menerangka pukum aga ates dasal menghamskan
orang mengikutiny e
Tugas Qodh atau Kim adalah menerapkan nukum agama, puka
mene\apka suatu nukum karenad ukum telah add- Hakim nany
menerapkann\,'a k dalam alam kenyataan. 1@ nye\esa\ka
37
guatu S€ gketd dengan rukum Allah™ -
R b \.em‘oaga Tankim.
Pengert'\an ahkim meny { pand 3 «penyerd ka putusa pada
seseorang d menenma putusar\ i’
‘ . +
par sed! isial yaiu “dua orand atau | pin men’tahk\mkan kepad
he |
seorangd diantard mereka Y i d'\se\esa\kan sengket dan giterapka®
yara atas gengketd mereka '
pem.
suaty Tugas muhakkam atau nakarm -
uatu
Tugas nak adalan ™ nye\esa\kan d mutuskan perkara yangd
Sedang
diajukan kepadan\;a Hakam juga narus mende gaf Keterangan ]
perk saksh, dan dapat puld mutuskar\ perkara dengan nuku, juga deng
ara .
m krarl, karen gemua ity adald pukum yang gesual dengan syara’ .
emberika,
kemudian se
P
Perkaranya dj S oid —
telah di
ﬂ diputuske 1 11asby (O Qp.rgl.,ha\. .
R —— DS ) ) . )
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suami telah menyerahkan hak talaknya, maka hakim harus memberikan
putusan yang sama.

Dalam hal perdamaian, apabila hakam tidak dapat melakukannya,
sepantasnyalah hakim memberi keputusan terhadap perkara tersebut.
Dengan keputusan ini dapat dihindarkan kemungkinan berlarut-larutnya
perkara dan kesulitan yang akan dihadapi suami-istri yang sedang
bersengketa, sehingga dikhawatirkan akan bertambah buruk keadaannya.

Kembali pada pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989,
bahwa kata “dapat” mengangkat hakam, maka bisa diambil pengertian,
bahwa adanya hakam tergantung kepada pendapat dan penilaian hakim®,
ketentuan penjelasan pasal 76 (2) tersébut sebagai prosedural tentang
hakam , yaitu mulai hakam minimal ahli lima sampai dengan hakam
minimal jihatil hakim. Jadi meskipun ada permintaan dari salah satu pihak
atau dari kedua belah pihak, semuanya‘tergantung pada pendapat dan
penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan “maslahat”
dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika “perdamaian”
dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, maka
pengangkatan hakam menjadi “wajib”.

Pada akhirnya, hakim juga yang berhak memutuskan, apakah

tunduk pada pasal 76 (2) atau langsung mengacu pada Surat An-Nisa

ayat 35.

3% 1bid, hal. 85

* M. Yahya Harahap. Op.Cit, hal. 276
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Alasan perceraian yang terdapat baik dalam Peraturan Pemerintah
No. 9 tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum lslam, hanyalah merupakan
indikator terjadinya “Syiqoq’. Dapat dikatakan demikian karena alasan-
alasan yang ada (seperti salah satu berbuat zina, salah satu pihak murtad,
dan lain-lain) dapat mengakibatkaﬁ pertengkaran yang ierus-menerus
antara suami-istri tersebut. Periengkaran seperti inilah yang dinamakan
Syiqog.

Menurut Hukum Islam, setiap terjadi perkara Syiqoq wajib
mengutus 2 orang hakam, seorang dari keluarga perempuan dan seorang
dari keluarga laki-laki. Sedangkan menurut Undang-undang Peradilan
Agama, bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang
sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau
lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi
hakam. Menurut ketentuan tersebut, pengangkatan hakam tidaklah waijib,
hanyalah suatu hal yang dibolehkan. Jika pengadilan menganggap periu,
barulah hakam itu diangkat oleh pengadilan. Hukum lIslam yang
berpandangan bahwa pengangkatan hakam adalah wajib diperkuat oleh
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy yang termasuk orang yang

dipercaya dalam periwayatan hadis. Terdapat perbedaan pendapat

44
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mengenai makna yang tersirat dalam S. An-Nisa ayat 35 dan Undang-
undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengenai fungsi
hakam. Ada yang berpendapat bahwa hakam berfungsi sebagai wakil
pihak yang berselisih dan ada yang berpendapat bahwa hakam berfungsi
sebagai hakim. Dalam praktek saat ini dan berdasarkan Undang-undang
nomor 7 tahun 1989, hakam berfungsi sebagai penyelidik atau investigator
yang nantinya akan memberikan laporan (input) kepada hakim guna
sebagai pertimbangan dalam penyelesaian pérkara.

Mengingat hukum adanya hakam dalam suatu perceraian dan
fungsinya yang penting dalam upaya mengurangi terjadinya perceraian,
maka seharusnya Pengadilan Agama lebih meningkatkan peran hakam

dalam setiap proses perceraian.

2. Saran

1. Hakam sebaiknya dipilih dari seorang yang mempunyai kredibilitas,
integritas dan kemampuan untuk bertindak sebagai seorang juru damai
agar dapat menyelesaikan tugas dengan obyektif dan sesuai dengan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Sebaknya dalam setiap perkara syiqog, diadakan pengangkatan
hakam, meskipun hakim berpendapat bahwa pengangkatan hakam
adalah sunnah. Hal ini merupakan perwujudan ketaatan kita terhadap

syari'at Allah swi, jika kita benar-benar ingin menjunjung tinggi syari'at

tersebut.

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... Sixth Setiorini



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistern Hukum
Nasional, Gema Insani, Jakarta, 1996

Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini,
Jakarta, 1990

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.
Haris Abdutiah. Jilid i, Asy-Syifa’, Semarang, 1990

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum lIslam_Tentang Perkawinan, Bulan
Bintang, Jakarta, 1974

Lev, S. Daniel, Peradilan Agama Islam di Indonesia, intermasa, Jakarta,
1890

Maraghi, Al, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan Bahrun
Abubakar dan Hery Noer Aly, Jilid 5, Toha Putra, Semarang, 1986

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Pustaka
Pelajar, 1998

Mertokususmo, Sudikno, Hukum_ Acara Perdata Indonesia, Libert,
Jogjakarta, 1885

Ash-Shidieqy, T M. Hasby, Pokok-FPokok llemu Dirayah Hadis, Jilid 1,
Bulan Bintang. Jakarta, 1981

--------------------------- . Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Pustaka Rizki
Putra, Semarang. 1897

Rasyid, Rathan, Hurum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta,
1996

Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Sayyid Sabig, Fighus-Sunnah, Jilid Vili. Al-Ma’arif, Bandung, 1953

Al-Sha'nany, A-tmam Muh. Ismail, Subulus-Salam, Dahlan, Bandung, tt

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... Sixth Setiorini




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah Talak Cerai Dan
Rujuk), Al-Bayan, Jakarta

Perundang-undangan :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Istam)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang~Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP Nomor § Tahun 1675 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Perkawinan

HIR

Majalah :

Mimbar Hukum, Nomor 41 Tahun X 1999 Maret-April

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... Sixth Setiorini



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

32

LAMPIRAN

Skripsi Kedudukan Hakam Dalam ... Sixth Setiorini



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

SIDANG PERTAM A
DEVITA ACARA SIDANG
oL B ALSNE ST 2A Shy

Pemeriksaan porsidangan Pougadiion Apdus §eid luc i kst dan meagalili
perkara-perkara puiduid yiy, didangsoighan padi b s 2ubi wnggal 8 Soptember (597
dalaza parfeiaa aiwy -

CUILARTINI BEVTT MANSUT , wawr 31 tzyun, Agama Islam |,
peadidicu S5, pehejai Swastn, Ao di 1 Pukad Madya no. 81-A
Folwaun Pakud Secaniie. Taow iedyu Surebuyn selanjulnya

S . . T NI v sy e ey,
el hizugd.u P R e N L N R R

MELAWAN

EASNG BN DILAY, wan 37 fanly, Sgana klam , pendidikan Sh,
pekerjaan Tel , gluwat di 2} Faial ~iadya 31-A Surabaya sekarang
tidak diketahul aluinye di Tidunusia velanjutnya disebut sebagaj «
[ENGQUTAT ¢«

SusLaa persidungal L baga et il .

LDes M IZIES N CUSUT O svbaBal Dohel Nelud

.2, Dra HINAWAL EUCHORI 31{ bebigal Latin wgyls ;

3. Dra. B MATITALL 5IDG pevigal hakim anggoia )
4. Drs MOHALLAD TIIOHAL sebayat Panitery paigs ai
Seteluli persidaigan dibuha i ALy lanaii terbaka untul wnum oleh ketua maka
kedua belah pibial: yang terpsilara Sipangsil isisak kereay pevzidangan ;

L N I s

Penggugul datang menghadup wituk Jos wn. sedizansy d sendin |

Tergugal ek Jalung i u.: wWahiinauy o selkilipue ol dipanggil dengan patut
sesual dengan relas panggilay tanggal 4 Juui 1997 dand Juli 1997,

Hakii Kewia baausehia st wisen he pads Peaggigal uoluk berdamai |, namun
fduk betanii hviwsla s1dag dutyuibs edutuy tuiul woa ;

Hakim kewmudian embasakion sua Lagiiin Penggusat yang kemadian tetap
dip:‘liﬂildﬂki“A vivy :;..63;13;.11 N

Kepadu Pengunigei S A
- Apakah ada percbshay terhadap surat gugatun ixj ?
- Tidak ada ;
Olel kareiu Tergugat teiah dipungail dungan putt tidak hadir, maka sidang
dilanjutian dengsit pewbukiion : : ‘
- Apukadi saudasy Votiggugnt ada bl -Lat § ki s, UL
disatapuikan i jui ¢ .
- Adu pak hakim ;

ALl Peliaatyaan Lav,.il l‘\;:‘g_,é._‘_.,... M L oand s W ld g sebagm berilout

L Al Katipan Adie 23kal wtus pa, Clgg g el eggan (P1 )
2. Asli Kulipan Akte Nikah atus ngws Tergugal ditandai dengan ( P,2 }
- 3. Keterangan el atas jumy Pouggdgar dianlai Jdengan ( P.2);
buldti-bukl tcreebat wall da, Lt 4 waleit Ulol Tergugue karena T ergugat tidzk

hadir ;
= Apakah hari ini ada membawa saksi-saksi 7
- Ada pak halim ;
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: dim raleri Ponzenent ving 12iah disumprh sesual dengan Agama
mpfmnﬁq?:irrmq M ATASTM PV SATWY .fAH - umur 35 tahun, Agama Islam,
peker}am Tani . alamat di Pengarangan Menganti Qresxl{ Kelurahan Pengm
Kecamatan Mereanti Kob Gresik nelanjutnva memberikon keteronzan dalam sidang
sebagni berila:t
- Apakah esudzrn kenal dengan Perzaanent ? R
- Ya saya kenal dengan Penggugat ;
- Kenapa sandarn Fenal d=nean Penem;eat 2
- Karzna Pengaugat adalah adik ipar saya
- Apakah sandara kenal dengau Terqueat ?
- Ya sayn lrenal dengan Tergugat ;
- Kenapa saudara kena! dengan Tergurat ?
> - ¥arena Tergueat adalah suami Penggugat ;
- Apakah sandara sering bertemu dan herealp -ealirm?
= Ya eavn caring berten dan bercakap-cukap;
- Apakah ssndara inzat kapan mereka kawin?
- Ya saya ingat kawin tahun 1983,
- Apakah retelah kawin merela rdam ?
- Ya. setelal kawin mereka rukun di rumah
orang tua Penggugat ;
- Apakah merka sudah menmpuenyvai smak 2
- Yawmereka sudah mempimvai snak 2 orang ;
- Apakah gelrmng masih mikun ?
' - Sekorang sudeh tidak nikn lagi bahkan Tergugat pergi;
- Apa yang meny2habkan dia perei ?
- Yaog menyehabkan bertengkar ciuna mengenai sebab
vaya tidak tahn persis tari sava linbt sendiri mereka bertengkar
- Apakah sandarz tzhu mereka bertengkar ?
- Saya tabut persis eumal tanggal dan bulannya lupa;

- Sndah seink apan merekn nioh atan rored 7
- Merefa porst saink tnbnn 199 berarti sudah 7 tahun

- Apakah selama berpisah pemah pulang atan kirm surat 2 '
- Tidal vemzh rmtang dan kirim surat
- S2lama berpisah ini dima isterinaya ? :
- Setoma Yet~rinya di Paka! dan susminya
saya tidak tahu persis dimana berada;
Siapa yang membiavei apnimya ?
- Yang membiayai anaknya adalah isterinya ;
- Apakah saudara sebagai famili mnirih ranggup
menasohnti ngar bersabar menungau «usminve? :
- sava tidak sangenp menasehati Jagi terserah ding
Kepada Penggugat

- Apakah keternnean eqlei temcoheyt hopar 2

- Ya benar;
- Apoknh mosih ada vans dipnmpniten ©
' - Tidak ada;
- gpakah masih ars epkei taci vang dibavim 2 '
- Belum ada;

Oleh kerena Penggugat belum membawa saksi , maka setelsh hakim
bermusyawarah alhirrya memutuskan untuk memmda pemeriksasn ini pada hari senin
tanggal 15 September 1997 guna memberi kesempatan kepinda Penggugat untuk
mengajukan saksi-saksi dan bildti-bukti daw diperintehian spacda Pengpugat agar hadir
pada hari da..q .tangga] yang telah ditenfulean ferscbut tanpa dipunggil lagi dan 2gar
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Setelah kakim ketuz mambreatar refns  rba sidong dineatakan di tutup;

Demikizn berita. acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim ketua dan

panitera penezri

PANTTFP A PENGGANTT FAKTM KETTA
Drs . MOHAMAD THOHA Drs. M ICHSAN YUSUF SH
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BERITA ACARA SIDANG .
Nomai: 449/Pdt G1996/P A Sby

Pemeriksaan persidanuan Pengadilan - Agama surabaya yang memeriksq dan
mengadili perkara-perkara perdata yang dilangsungkan vwada hari senin tangaal 1§
September 1997 dalam perkara antara ;

SUHARTINI RINTI MANSUR
MELAWAN
IKASNO BIN DELANM

Susunan persidanzan sama Seprti persidanyan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untek umum oleh ketua | maks
kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk Keruanyg peritdangan ;

Penggugal datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri |

Tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanguil secara patut sesuai
dengan relas panguilan tanggal 4 Junj 1997 dan 4 Julj 1997

Susunan persidangan sama seprt persidangan yang lafu;
Selanjutnya ketua menyarankan untuk berdama ramun tidak berhasit kemudian
sideng dinyatakan tertutup untuk umum;
Kepada Pengoyoat
B Apakah saudara Penggugat setelah ditunda beberapa hari in
ada perubahan atau sudah damai sehingaa tidak diteruskar.?
B Tidak ada tetap minta dilanjutkan
-~ Apakah ada saks; yang dibawa hari inj 2
. ada paka Hakim
SAKSI PENGGUGAT
Atas pertanyaan hakim saksi Penguugat didalam sidang mengaky bernan
LIKAN BIN SAMIR . UMUE 3 Gihun Avamg istan < peReriaan Tani bertempat
tinggal di Pakal Kelurahan benowo kecamatan Benowo Kodys Surabaya . selanitnva
memberikan keterangan sebagai berikyt -
W apakah saudara saksi kenal dengan Penugngt 2

B Yasayd kenal dengan Penggugat
& kenapa saudara kenal deagan Penggugat »

@ Kena! kareny Pengguget Adaleh tetanuga dekat saya
B Apakah saudara kenal dengan Tergugatan 2 '
B Ya saya kengl dengan tergugat

W Kenapa saudara kenal dengan tergupat 7 :

B Kareny tergugat aditah suami penggugat
™ Apakah saudara sering bertemu day bercakap-cakap? o
B Yasaya sering bertemy dan bcrcakap-czlkap;
B Apakah benar antara Penguneat dan Tergugit
adalah suami ister
@ Ya antira Penggupar dan Tergrual adalah stemi ister;:
B Apakah saudara ingat kapan mereka kawin® '
B Yiusaya ingat mereka kawin tiakun 1983
B Apakah setelah kawin mereka rykun ? ‘ '
' B Y2 setelah kawin mereka rukun di mimah
Orang tuil Penggugat kemudiag Tergugat peryi:
B Apakah sudah mempunyai anak 2 '
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B Y asudish mempunyat anak? crne |
B Apakah sckarang masih rukun ? - .
B - Sekarang sudah tidak rukun lavi ;
A Apa yang menyebabkan tidak rukun ? |
B karena permih cekeok tiupl sebab tidak tiahu persis
-Apakah pernah pulang ? |
Tidak pernah pulang sudah 6 tahun
B Apakah saudara pernah menasehati ?
- ® Tidak pernah menasehati ;
B Apakah saudara masih sanggup untuk merukunkan mercka ?
U Saya tidak sanggup merukunkan mereka terserah
Kepada Penggugat :
‘B Apakah keterangan saksi tersebut benar ?

2] ya blcnar :

Oleh karena tahab pemeriksaan ssudah selesai dan Penggugat minta segera
diputus , maka setelah Hakim bermusyawarah akhirnya memutuskan untuk segera
memberikan keputusan kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum lalu hakim

membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILL
Menyatakan babwa tergugat telah dipangy;il dengan patat tedek hadir ;
mengabulkan pugatan penggugat dengan Verstek
Menceraikan perkawinan antara Penggusat ( SUMARTINI BINTI MA NSUR )
dengan Terguuat ( KASNO BIN DELAN )R
4. Membenakan kepada Penggugat untuk membeyar selurub biaya perkara yang hingga
kini dihitung sebesar Rp 91.500 ( sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Setelah hakim ketua mengumumkan penundaan sidang tersebut maka sidang

dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tanguni oleh hakim ketua dan
panitera Pengganti ;

L) —

PANITERA P ENGG;\N'I‘] FARKIM KETUA

Drs MOHAMAD THOHA

Dis M ICHSAN YUISUE SU
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fal  : Cerai Talak B Kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Agama Surabaya
di - |
URABAYA
Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

................................................................. DI e, UIUE ... tahun,
. Agama Islam, pendidikan terakhir ....................cccooennnn, ,» pekerjaan ...,
' o fereereerneenes bertempat tinggal di .......ccoouiieiiiieieeee e e,

selanjutnya mohon disebut sebagai * PEMOHON *,

‘dengan ini saya mengajukan permchonan cerai talak melawan :

o s DINL it e ,umur ... tahun

irAgama Islam, pendidikan terakhir ..............coovevrveeeennn . » PEKErjaan ........ccooeoviiiiiii e

....................... bertempat tin€gal di .......cocoiiviiiiniiice e

‘selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON",

:Adapun permohonan .ini didasarkan atas hal - hal sebagai berikut

E-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal .......oooooovvovvoveeo

‘ dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA. Ke€C. ..o.oooooomororvieieneosooooeooo

r Kab/Kodya. *) e berdasarkan Kutipan akta Nikah

{ NOMOr e tertanggal .................................. dengan

' StAUS ..o dan ... R serta dengan wall ..o,

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohcn .telah hidup bersama
sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama di

......................... dan terakhir di

.......................................................................................................

...........................................

- Bahwa selama  perkawinan  tersebut Pemohon dan Termohen  telah / belum *)
melakukan hubungan suami  istri, dan telan / belum *) dikaruniai ~nak ... orang

masing- masing bernama :

1. , , umur tahun
P2, , kmur tzhun
3,

4.

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemobon dan Termohon berjalan tentram dan

harmonis, akan tetapi sejak ... rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

---------
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........................................................................................................................
-------
.........................

..............................................................................................................................
...........................

...................
...........................

.....................................................................................................................................................

thwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin

ma semakin memuncak, aBKRIMYA ..o

\hwa -Pemohon telah berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon,
an tet.xpi tidak berhasil.

\hwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama
wrabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemchor dan Termohon,
lanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada
Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabcoya.
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang beriaku.

[y

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sezdi! - adilnya.

Wassalam, n
Per:iohon

'oret yang tidak perlu.

K
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AL, Surar praggiian saksi Ahl
(Ps. 154 HIR/181 RBgy

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

—— —— e

Nomor : .......... Pdi........ .. 9. FPAL

berdusarian o e
erdasarkan Surat Peneiapan Netua Pengadiian Agama ... . . x.,

feranggai 9. Nomor ...

-~

TELAH MEMANGGIL

..................................

............................

Kab/Kodya ... .. |
pekerjaan ... ..

..................................

LR

ditunjuk Sebagai Jurusita- Jurusira Pengganti pada Pengadilan Agama

......

....................

....................

.................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

--------------------

.
............... fa
e L e AR

Pada harj .......... ... - tanggal 18 jam .
untuk didengar Pendapatnya scbagai saksi zhij dalam perkara antara:

.............................................. sseeeveenn, bertempat tinggal dj ...

..................................

638 ) Kedudukan Hakam Dalam ...
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PN, : o be e tee s e .y . I AT s Loier t cnaen oy g e
[RESSS Y P DO S L TR TN T R R N N DR R o di SO MRy PO AL L
[ SR TR S [ 2 S . P A R
o eeneraees e @ mansaseeteemeacteaatraaaaasaeataeas . aasamenrcatisasntue PP Pedimssiracmeneans RERED .

Selamjuinva sava iciah menminpyatkan dan menyerahkan kepada saksi-saksi tersebug
masing-masing sehelai surat panggstan im
WL

Demikian suiat pangeilan ini dibuzt aan duanda rangant olel saya. serta seksi-sakst

tersebus dioatas.

Yaie dipanegii, Jurusita/ hurusita Pengeanti,

-~

Perincian Biaya:

— Biaya Pangegilen D RP: e
— Ongkos Pemanggilan : Rp. coveviiiin

Jumliah RD. e

*) Coret vang tidak perlu.

)
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g es

AALIL surut puncgian carsd (P 390 100 7IY Ridgs

SURAT P»\\( GiL 9.'\ (R L*\-\“)
Nomor L UPdLL L 10 S L SR -
BISMILLAHIRRAHMANIRRA IV
Pada haro oo SASLA L 19.. ...
SAMA, e R TR e,
berdasarkan Su-af Pereianan Netua P engadiian Agama L
anegal 19 .. NOMOT s
ditunjuk sebazai Jurusitas Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama ... el

TR bertempat tingeal & .
NCC.
Rab Kodya oo
pekerjaan ..o
L . bertempat tingaal di L.

......................................................

PERETIAAN oot .

Supaya ia merela menghadap di muka sid ang Pengadilan Agama ...

e, e, e cee.ojalan L e T

tanggal ... v 19000000 jam ..., rreeans i untuk didsngar
keterangannva sebagal saksi dalam perkara antara:

e e Cevaeiaens ey LUTiEMpAt tinggal di Lo, et

. Kec, vvvvinninnn.. e e .

Kab/Kodya, «cooovviniiiieeeee o,

pekerjaan .. L.

sebagai Penczugat/Pemohon’);

LAWAN

Ceeveens Cerireees e T ceenee . bertempat tinggal di .......ccceeveeeiiiiinne
. Kec, «o.......... eertiereereirenreneenrinaneiiaiers
Kab/Kodya ...covvviviiviiiiiiiireeneeeennnn. .

PEKerjaan ..., PPN

cbagai Tergugat/Ye-mohon®;
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arvat v seheanakan ditempot vange dipaepes! Gand sana sase dertemnu Serta ber-

.........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

4
rrasine-masiug schelan surat panggilan ini.
Dennkian curat panggitan ini dibeat dan ditanda tangani oleh sava serta saksi-saksi
tersebur di alas.

it turusita/Jurusita Pengganti,

Yang dipangg

Penncian Biasva:

— bBiava Panggilan S Rp.
— Ongkos Pemangzilan : Rp. ool

Jumiah Rp. o

*) Coret yang tidak perlu,
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Penetapan Hari Sidang
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

PENETAPAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Kewa Majelis Pengadifan ABAMa.........ocoieeieinii
telah membaca surat gugatarvpermohonan *) tertanggal ... 19 ...
NOMOL....ooiveerieene /Pdt.......... N9 LPA dalam perkara antara :
.......................................................... ,umur ...... tahun, pekerjaan ...,
bertempat HNEAN i oo
KeC. vy et Kab/Kodya......oococnvinineiieiinersieee st
--------------------------------- sebagai penggugat/pemohon™)

LAWAN
.......................................................... , umur ...... tahun, pekenjaan ...y
bertempat tiNZRAl di..c.c.ovcicee e e
Kttt e Kab/Kodya......ooov et e
---------------------------------- sebagai tergugat/termohon*) -----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama ...

tangEal....oc.ooes e 19 ... Nomor........... fedt 19 LLIPA
tenlang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut hzrus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 RBg. serta ketentunn-ketentuan hukum lain vang
bersangkutan;

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada heri
............................ LNEEAL e ED L AN

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang

menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah
ditetapkan lersebut di alas,

Memerintahkan pula supaya pada pemberitahuan itu kepada pihak tergugat/termohon
diserahkan sehelai surat gugatan/permohonan*) dengan diberitahukan bahwa jika
dikehendakinya surat gugatan/permohonan *) tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis
atau kuasanya yang sah serta diajukannya pada waktu sidang tersebut di atas.
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